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Dispenda tangasem
Dituding Lan$gurAturan
Amlapura(BaliPost)- bawah 2004. Al[sannya, simal atau paling tiqSgi.

Pihak Dispenda Karan- kata petugas ptr$gut, kar- "Ketika kami mendapatkan
gasem dinilai tak menghar- ena-rnasih banya$ terutang informasi dari kedesaal itu
gai hak-hak masyarakat. PBB dengan prfsat, ma- bahwa pernah terjadi tran-
sementara mereka dapat kanyasemuatungfiakannya saksi sebesar itu, jika 1'ang
lepas begitu saja dari tang- harusfipungutailnailuvur kami semula sampaikan
gung jawab. penunggak,"katdirra. lebih rendah, maka kamigung jawab. penunggak,"katdfrra. lebih rendah, maka kami

Penilaian itu disampai- Dilainpihak. lfoyamen- akan tingkatkan sesruai
kan notaris di Amlapura, gatakan,tikada{elentuan informasitransaksi yang
I Wayan Supartha, S.H., soalkedaluwarsaJ{giggakan pernahterjadisebelumfrya.I Wayan Supartha, S.H., soalkedaluwarsafrgnggakan pernahterjadisebelumfiya.
melalui suratnya_yang di- PBB. "Depkey mF:g-g-takan P"t* memungut BPfTB
terima fu.li Post, beberapa seperti itu dan pPK juga kami mencari infor$asiterima fu.li Post, beberapa seperti itu dan pPK juga kami mencari infor$asi
hari lalu. Di lain pihak, mintakalauadla{frnggakan transaksi senyatanya.lKa-
Kadispenda Karangasem, atau piutang !pB, yang lau penjual tanah merfiual
NengahToya, yangditemui nunggak wajib lSelunas- senyatanya Rp f00 jutd per
membantah,pihaknyadika- inya.BPKtaHm{mberikan are, namun mengak{ Rp
takan melanggar aturan. penghapusan tu$ggakan," 10 juta, tentu kami telwuri

Suparthf memberikan katanya. I t" desa setempat. Di jalur
beberapacontoh, soalPajak Soal informasf juel-beli lokasi tertentu pernah ter-
BumidanBangunan@BB) yang diberikan lihaknya jaditransaksitanahRp200
dan tata cara perpajakan. dituding tiap s{aat bisa juta sampai Rp 250 juta,
Pembebasan pembayaran berubah. Toya jrfga mem- tetapi penjual mengaku
pajaksetelahlewatsepuluh bantah. PihaknSft tak me- menjual Rp 50 juta, t$ntu
tahun. Artinya, Ianjutnya, netapkan hargal jual-beli ka-imenurunkantimyeri-
PBB hanya dapat dipun- terhadap objek {rfnah. Na- fikasill.Wajibpajak4ami
gut tunggakannya mulai mun, informasi i{u berasal harapkan memberika{ in-
tahun 2004 terhitung sejak dari kedesaan, |ahwa di formasi senyatanya kflau
2015. "Namun, Dispenda wilayah atau bloltanah itu membeli tanah Rp 50 fluta
Karangasem memungut pernah terjadi fransaksi per are. sampailan Rf 50
tunggakan PBB sampai di sebesartertentuypknimak- juta,"katanya. (013) 
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Buleleng, Putu Agus Surad.nyana

hukum. Untuk u, solusi
agar terhindar
soalan huku

dari per-

pengelolaan
perbekel d
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Putu Agus Suradnyana yang didam
Kepala Badan Pemberdayaan MasYa.
dan Pernerintahan Desa (BPMPD) BuI

sudah berdasarkan usulan $rogt.- yung sudah
disusun dan ditetapkan pdda masing-masing

persoalan hukum yang berpotensl m-enyere-r
perbekel atau aparat di dqa lainnya," imbuh
BupatiPAS. I

iJntuk diketahui Bulel{ng tahun 2015 ini

Gede Sandhiyasa di sela-sela men
sosilisasi kebijakan dana desa akhir
lalu di Lovina, Buleleng.

Lebih jauh Bupati Agus mengat
dana desa yang diberikan pemerintah
ini sudah didasari dengan sejumlah
yang mengikat. Aturan ini tidak hanya.
pusit, namun di kabupaten pun men
kan aturan main yang dijadikan rel ol

bekel dan bawahannya dalam memanfar
dana desa. Sejumlah regulasi ini waj
patuhui dan jangan sampai perbekel,ma
bawahannya ceroboh, sehingga regulasi
sudah ada itu dilanggar. Jika ini sa
terjadi, maka taruhannya adalah a'
sendiri yang bakal terjerat hukum. "

dipatuhi, sehingga pemanfaatan dana,
ini selain bermanfaat untuk masyarakat
pertanggungiawabannya juga bebas dar{i
salah hukum di kemudian hari," kafarf

Bupati PAS mencontehkan, desa yang]
memanfaatkan dana dari pemerintah put

anq
par
itu
'keljangan main-main. Semua regulasi bai

pusat hingga di kabupaten dan desa
dari
rus

menerima kucuran dana d{sa dari pemerintah
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PerbekeLqmipta Hati-fati

Kelolall Dana DesaY

Singaraja (Bali Post) -

Setelah menyusun Des dan

dana desa tersebut. Jik perbekel
maupun aparat desa sam ceroboh
melakukan kesalahan a inistrasi,

tidak menutup kemungki
. desa yang sering diker

an aparat
rl dengan
rintahan

RAPBDes. Dalam RAPBDes itu program yang
akan dijalankan itu akan dilengkapi {en-gan
Rincian Anggaran Biaya (RAB'red). Dalam
pelaksanaan-f royeknya na rtrti, RAB ini P enj adi
panutan dan mau tidak mau harus d'rpatuhr
jangan sampai perbekel atqu aparat valg lain-
nya mencoba mempermaiprkannya. "Jangan
coba-coba campuran bahanibahan meterialnya
dkurangi dari-RAB. Kalau sampai ditemulcan
saat monitoring, maka akan memunculkan
persoalan hukum yan_g berrpotensi m.enyeret

pusat senilai Rp 36,8 mi{ar un-tuk 129 desa
ii g"ti Utara. Dari total dana desa tersebut,
femerintah pusat telah denyalurkan-untuk
iahap pertama dan tahaplle-dua ke.rekening
im- it""- Kabupaten sr[teteng sebesar Rp
29,4 miliar atau sebesar 8dpersen- Sedangkan
ri.^ttyu sebesar 20 persen lagi pemerintah
pusaf berjanji akan merr:alisasikan pali-ng
iambat minggn kedua Oktober 2015 menda-
tang. (kmb38)ini


